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ABSTRAK

Mudhimmatul Ilma, NIM 220202110092. Urgensi Pembentukan Lembaga
Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang —
Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan
Magasid Syariah. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing: Rizka Amaliah, M. Pd.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Pengawas Independen,
Magasid al-Syari‘ah.

Hak atas pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang
dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-
undang tersebut secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga pengawas
pelindungan data pribadi melalui Pasal 58 serta memberikan masa transisi paling
lama dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 74. Namun, hingga berakhirnya
masa transisi, lembaga pengawas independen belum terbentuk secara definitif,
sementara fungsi pengawasan masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Kondisi ini
menimbulkan persoalan yuridis terkait independensi, efektivitas pengawasan, dan
kepastian hukum dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi
dan keamanan data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga
pengawas independen pelindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 serta perspektif magasid al-syari‘ah. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa
literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara
deskriptif-kualitatif untuk menilai adanya kekosongan pengaturan dari belum
terbentuknya lembaga pengawas independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pengawas
independen merupakan norma hukum yang bersifat wajib dan bentuk utama
dalam menjamin efektivitas pengawasan, akuntabilitas, serta pencegahan bias
kekuasaan dalam penegakan hukum pelindungan data pribadi. Secara
kelembagaan, pengawasan yang berada dalam struktur eksekutif berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan objektivitas penegakan
hukum. Dalam perspektif maqasid al-syari ‘e, pembentukan lembaga pengawas
independen selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga hifz al-nafs
(perlindungan jiwa dan keamanan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-
‘ird (perlindungan kehormatan), serta mewujudkan kemaslahatan umum (al-
maslahah al-‘ammah) dan mencegah kemudaratan (dar’u al-mafasid) di era
digital.
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ABSTRACT

Mudhimmatul lIma, NIM 220202110092. The Urgency of Establishing an
Independent Supervisory Authority for Personal Data Protection from the
Perspective of Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi and Magqasid al-Shari‘ah. Undergraduate Thesis, Islamic
Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang..
Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Personal Data Protection, Independent Supervisory Authority,
Magasid al-Shari‘ah.

The right to personal data protection is part of the right to privacy as
guaranteed under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia and reinforced through Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. The law explicitly mandates the
establishment of a personal data protection supervisory authority under Article 58
and provides a transitional period of no later than two years as stipulated in
Article 74. However, until the end of the transitional period, the independent
supervisory authority has not been definitively established, while supervisory
functions are still carried out by the Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia, which operates within the executive branch structure. This
condition raises juridical concerns regarding independence, supervisory
effectiveness, and legal certainty in guaranteeing citizens’ constitutional rights to
privacy and personal data security.

This research aims to analyze the urgency of establishing an independent
personal data protection supervisory authority from the perspective of Law
Number 27 of 2022 and the perspective of magasid al-shari‘ah. This study is a
normative legal research employing a statutory approach. The legal materials
consist of primary sources in the form of legislation and secondary sources such
as academic literature, scientific journals, and relevant research findings. The data
are analyzed descriptively and qualitatively to assess the regulatory gap resulting
from the absence of an independent supervisory authority.

The findings indicate that the establishment of an independent supervisory
authority constitutes a mandatory legal norm and serves as the primary
mechanism to ensure effective supervision, accountability, and the prevention of
power bias in enforcing personal data protection law. Institutionally, supervision
conducted within the executive structure has the potential to create conflicts of
interest and weaken the objectivity of law enforcement. From the perspective of
magasid al-shari‘ah, the establishment of an independent supervisory authority
aligns with the objectives of Islamic law in safeguarding hifz al-nafs (protection
of life and security), hifz al-mal (protection of property), and hifz al-‘ird
(protection of honor and dignity), as well as in promoting public interest (al-
maslahah al-‘ammah) and preventing harm (dar’u al-mafasid) in the digital era.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi
yang diakui sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum
Indonesia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.! Ketentuan ini
menegaskan bahwa pelindungan diri pribadi, termasuk data pribadi sebagai
bagian dari identitas individu di ruang digital, merupakan hak fundamental
yang wajib dijamin oleh negara.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak
miliknya.? Dengan demikian, pelindungan data pribadi tidak dapat dipandang
semata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai kewajiban

konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut, negara menetapkan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur secara komprehensif

pemrosesan data pribadi. Undang-undang ini berasaskan penghormatan terhadap

hak asasi manusia, kepastian hukum, kepentingan umum, keseimbangan, dan

! pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.



akuntabilitas.® Kehadiran undang-undang ini menandai komitmen negara dalam
membangun sistem pelindungan data pribadi yang terstruktur dan berkeadilan.
Dalam rangka menjalankan pengawasan tersebut, Undang-Undang No. 27
Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3)
menegaskan bahwa “pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh
lembaga ditetakan oleh presiden.”® Lembaga ini memiliki kewenangan strategis
sebagaimana diatur dalam Pasal 59, yakni melakukan pembinaan, pengawasan,
penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa, serta kerja sama
internasional.* Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas merupakan
bentuk nyata upaya dalam menjamin pelindungan hak privasi warga negara.
Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi
juga mengatur masa transisi yang dimaksudkan sebagai jangka waktu penyesuaian
bagi negara, penyelenggara sektor publik, dan pihak swasta untuk mempersiapkan
penerapan norma pelindungan data pribadi secara menyeluruh. Ketentuan masa
transisi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Pelindungan
Data Pribadi yang menyatakan bahwa “seluruh ketentuan dalam undang-undang
ini wajib dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak undang-undang

diundangkan.”

Dengan demikian, batas akhir masa transisi jatuh pada Oktober
2024. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga berakhirnya

masa transisi pada Oktober 2024 lembaga pengawas pelindungan data pribadi

® pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
® pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



tersebut belum terbentuk dan beroperasi secara efektif.® Kondisi ini menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan pengawasan pelindungan data pribadi
yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang spesifik mengenai bentuk
kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme kerja lembaga pengawas yang
dimaksud. Kondisi ini menimbulkan persoalan berupa ketiadaan lembaga
independen dalam sistem pengawasan pelindungan data pribadi. Hal ini
berpotensi melemahkan asas akuntabilitas dan kepastian hukum, karena tidak
terdapat otoritas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan
bertanggung jawab langsung sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam
praktiknya, fungsi pengawasan masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.’
Kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh kementerian bersifat terbatas
karena tidak merupakan kewenangan atribusi langsung sebagaimana
diperintahkan dalam Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
pelindungan data pribadi, serta tidak mencakup keseluruhan fungsi penegakan
administratif dan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam undang-undang.
Selain itu, secara kelembagaan, pengawasan oleh kementerian belum
mencerminkan prinsip independensi, karena kementerian merupakan bagian dari
cabang kekuasaan eksekutif dan tidak memiliki struktur otonom yang terpisah
sebagaimana karakteristik lembaga independen. Akibatnya, fungsi pengawasan

terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi belum berjalan secara optimal.

® Imanuel Toding Bua, Nur Isdah Idris, “Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi
Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024,” Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan
Publik, dan Pemerintahan, no. 2(2025) https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653.

" Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Pelaksanaan Pengawasan
Pelindungan Data Pribadi,” https://www.komdigi.go.id
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Ketiadaan lembaga pengawas independen berimplikasi pada lemahnya
sistem pelindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari maraknya
kasus kebocoran data seperti kebocoran data registrasi SIM card sebanyak 1,3
miliar yang diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),
Komdigi menduga unsur pelanggaran pidana. Hal ini membuat Direktorat Tindak
Pidana Siber Bareskrim Polri menindaklanjuti kejadian tersebut.® Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai lembaga pengawas sementara dalam
pengawasan pelindungan data pribadi.® Secara kualitatif, dugaan kebocoran data
pribadi, khususnya pada warga Jawa Barat mencapai angka 4,6 juta. Data tersebut
diperjualbelikan oleh akun anonim DigitalGhostt di media sosial X. Dalam
menanggapi isu ini, publik dan pakar keamanan siber seperti Divisi SAFEnet
mendesak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit investigative
independen untuk memastikan keamanan sistem informasi. Sementara, lembaga
riset siber CISSeC menyoroti potensi manipulasi oleh pelaku sebelum publikasi
data lebih luas.*®

Dari sudut pandang asas hukum, ketidakhadiran otoritas pengawas
independen ini melemahkan penerapan asas akuntabilitas pengendali data. Asas
ini menuntut bahwa setiap pengendali data harus bertanggung jawab atas

keamanan data yang dikelola, tetapi tanggung jawab tersebut harus berada dalam

® Tempo.co, “1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo Duga Ada Pelanggaran Pidana,”
Tempo.co, 5 September 2022, diakses 7 September 2025 https://www.tempo.co/ekonomi/1-3-
miliar-data-sim-card-bocor-kominfo-duga-ada-pelanggaran-pidana-295649.

% Agus Tri Haryanto, “Kominfo Jadi 'Wasit' Data Pribadi Sementara, Ini Alasannya,” Detik.com,
16 Oktober 2024, diakses 11 Januari 2026 https://inet.detik.com/law-and-policy/d-
7591322/kominfo-jadi-wasit-data-pribadi-sementara-ini-alasannya?utm_source.

9 Muhammad Akmal Firmansyah, “Dugaan Kebocoran Data Pribadi Warga Jabar, Pemprov Jabar
Disarankan Melakukan Audit Investigatif,” BandungBergerak.id, 30 Juli 2025, diakses 7
September 2025,  https://bandungbergerak.id/article/detail/1599597/dugaan-kebocoran-data-
pribadi-warga-jabar-pemprov-jabar-disarankan-melakukan-audit-investigatif.
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pengawasan yang efektif.'! Tanpa kehadiran norma atau regulasi terkait
pengawasan yang efektif dan independen, akuntabilitas hukum sulit ditegakkan
secara konsisten dan berkelanjutan. Bahkan, hal ini dapat memicu problematikan
empiris yang serius.

Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai
kebocoran data pribadi dan pengawasan yang dilakukan Negara maupun
penyelenggara layanan telah diteliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian
yang menyoroti tanggung jawab hukum operator telekomunikasi atas kebocoran
data akibat praktik SIM card recycling. Dalam hal ini, operator dianggap lalai
dalam mengamankan data konsumen sehingga membuka peluang terjadinya
pembobolan akun finansial dan penyalahgunaan identitas.*?> Penelitian lain,
mengenai kebocoran data pada Pusat Data Nasional menyoroti lemahnya
pertanggungjawaban hukum pemerintah serta minimnya regulasi teknis dalam
pengelolaan data berskala besar, sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas
pelindungan data pribadi di ranah publik.** Sementara itu, urgensi pengesahan
RUU Pelindungan Data Pribadi tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi
juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat untuk mendapatkan kepastian

hukum terhadap maraknya kebocoran data, terutama dalam kasus SMS Dana

! Fachrudin Sembiring, Figo Mandela Pattihahuan, *Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam
Kasus Serangan Siber yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional
Sementara 2 (PDNS2),” Jurnal Gloria Justitia, no. 1(2025)
https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807.

2 Mely, Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada, “Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator
Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia,”
Legal Dialogica, no. 1(2025) https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383.

13 Andrew Ardiyanto Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha,
“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan
Pusat  Data  Nasional,”  Jurnal Hukum  Samudra  Keadilan, no.  1(2025)
https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279.
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Cepat yang seringkali disalahgunakan untuk penipuan berbasis fintech.!* Dari
ketiga temuan tersebut terlihat bahwa pengawasan terhadap kebocoran data
pribadi telah dibahas secara empiris maupun normatif, tetapi belum membahas
konsep pengawasan dalam pelindungan data pribadi secara spesifik.

Dalam perspektif magasid syari‘ak, pelindungan data pribadi sejalan
dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb
al-maslahah wa dar 'u al-mafsadah). Secara substansial, pelindungan data pribadi
berkaitan dengan perlindungan terhadap hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘ird
(kehormatan), dan hifz al-mal (harta), sebagaimana dijelaskan dalam konstruksi
klasik magasid oleh para ulama, termasuk pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi dalam
Al-Muwafagat.™®> Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak
pada kerugian material, pencemaran nama baik, hingga ancaman terhadap
keamanan individu, sehingga pembentukan lembaga pengawas independen
menjadi kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang
signifikan dalam kajian pelindungan data pribadi. Pertama, meskipun Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas memerintahkan pembentukan
lembaga pengawas melalui Pasal 58, hingga berakhirnya masa transisi
sebagaimana diatur dalam Pasal 74, belum terdapat regulasi turunan yang secara
khusus mengatur bentuk, struktur, mekanisme pembentukan, serta tata kerja

lembaga pengawas dimaksud. Ketiadaan regulasi pembentukan tersebut

4 Abigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda, “Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi
terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat,” Jurnal Reformasi Hukum,
n0.1(2022) https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376.

5 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Shariah, Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, Jilid
I1, him. 8-10. Versi digital dapat diakses melalui https://wagfeya.net.
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menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam sistem pengawasan pelindungan
data pribadi.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada
aspek substansi norma pelindungan data pribadi atau pada kasus-kasus kebocoran
data secara empiris, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis implikasi
yuridis dari belum dibentuknya lembaga pengawas sebagaimana diperintahkan
undang-undang masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan lembaga pengawas
merupakan instrumen utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan undang-
undang.

Dengan demikian, urgensi pembentukan lembaga pengawas independen
pelindungan data pribadi tidak hanya didasarkan pada perintah dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi juga merupakan kebutuhan konstitusional
dan relevan dengan prinsip magasid syari‘ah dalam menjaga hak privasi dan
kehormatan individu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji
urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam perspektif Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta magasid syari‘ah, guna menilai implikasi
yuridis dan filosofis dari belum terbentuknya lembaga tersebut terhadap kepastian

hukum dan perlindungan hak warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan

data pribadi perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?



2. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan

data pribadi perspektif Magashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai sebagai jawaban atas

rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian dijabarkan

sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menjelaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas
independen pelindungan data pribadi perspektif Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022.

2. Menganalisis dan menjelaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas

independen pelindungan data pribadi perspektif Magashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah,
khususnya terkait pengawasan dalam pelindungan data pribadi. Melalui analisis
terhadap pengaturan pengawasan dalam Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi dan Magashid Syariah penelitian ini diharapkan
dapat menjadi alternative perumusan konsepsi ideal regulasi terkait pengawasan
terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori hukum terkait prinsip
kepastian hukum, akuntabilitas, dan pelindungan hak konsumen dalam aktivitas

ekonomi dan layanan berbasis digital.



2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
nyata bagi berbagai pihak.
a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan akademik untuk menegaskan
urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi, bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan
kebutuhan normatif dan konstitusional guna menjamin efektivitas pengawasan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak privasi warga negara. Dalam perspektif
magasid al-syari‘ah, penguatan kelembagaan ini sejalan dengan upaya
mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) dan mencegah
kemudaratan (dar’u al-mafasid), serta menjaga jiwa, harta, dan kehormatan,
sehingga pemerintah perlu secara implementatif membentuk lembaga pengawas
yang independen, akuntabel, dan ideal demi optimalisasi pelindungan data pribadi
di Indonesia.
b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan
menghadirkan konsep pengawasan pelindungan data pribadi yang jelas dan
terstruktur, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai keberadaan
lembaga pengawas yang berwenang sebagai tujuan pengaduan atas dugaan
pelanggaran pelindungan data pribadi. Keberadaan lembaga pengawas yang

independen dan akuntabel tersebut diharapkan mampu memfasilitasi mekanisme



pengaduan yang efektif, transparan, dan mudah diakses, sekaligus memberikan
pelindungan hukum yang nyata bagi subjek data dalam menuntut pemenuhan hak-
haknya atas privasi dan keamanan data pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian
ini dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem
pelindungan data pribadi serta memperkuat peran pengawasan sebagai instrumen
penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang memberikan batasan makna
terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga istilah
tersebut dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan perbedaan
penafsiran. Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep — konsep
tersebut digunakan dan dianalisis dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, untuk
menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah — istilah yang digunakan,
maka peneliti menetapkan definisi operasional sebagai berikut.

1. Pengawasan: seluruh bentuk tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh
negara melalui otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pemrosesan
data pribadi oleh pengendali data telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini,
pengawasan mencakup upaya pengaturan, pembinaan, pemantauan, serta
penegakan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Pelindungan Data Pribadi: Segala upaya hokum, administratif, dan teknis

yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data

10



pribadi seseorang, agar data tersebut tidak diakses, digunakan, atau
disebarluaskan secara tidak sah.

3. Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi: lembaga yang dibentuk atau
ditetapkan oleh negara dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi
pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum administratif di bidang
pelindungan data pribadi.

4. Magqasid Syari‘ah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia, terutama
dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks
pelindungan data pribadi, konsep ini relevan karena data pribadi berkaitan
dengan kehormatan, keamanan, dan kepemilikan individu atas informasi yang
melekat pada dirinya. Penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian
material maupun immaterial, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga
harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa serta martabat manusia (hifz al-nafs dan
hifz al-ird). Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan pelindungan data
pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai Magqgasid Syari‘ah dalam
sistem hukum nasional, yaitu untuk memastikan keamanan, keadilan, dan

kemaslahatan bagi masyarakat di era digital.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk
memperoleh dan menemukan data terkait permasalahan yang dikaji, serta

mencakup proses analisis yang bertujuan menghasilkan temuan penelitian yang
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dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu
penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan. Fokus
penelitian ini adalah menganalisis ketiadaan regulasi pembentukan lembaga
pengawas pelindungan data pribadi yang bersifat independen, sebagaimana
diperintahkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian
ini mengkaji secara normatif perintah pembentukan lembaga pengawas,
kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta konsekuensi hukum dari belum
terbentuknya regulasi pelaksana yang mengatur secara rinci bentuk, struktur, dan
mekanisme Kkerja lembaga tersebut. Jenis penelitian ini  digunakan karena
penelitian ini mengkaji substansi norma hukum, asas-asas hukum, menilai adanya
kekosongan pengaturan terkait regulasi pembentukan lembaga pengawas
independen serta mengidentifikasi implikasi dari belum terwujudnya lembaga
pengawas sebagaimana diperintahkan undang-undang.’®* Dengan demikian,
penelitian ini menempatkan ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas
independen sebagai persoalan utama yang dianalisis dalam perspektif hukum
positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip negara hukum.

16 Afifah Nurul, “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Ilmu Hukum di Indonesia,”
Jurnal limiah Hukum De Lega Lata, no. 2(2024): 243-255
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/delegalata/article/view/46455.
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan perundang-undangan (statute approach)
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam
penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara
sistematis terkait urgensi pembentukan lembaga pengawas independen
pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022. Dengan demikian, statute approach dalam penelitian ini berfungsi
untuk menilai konsistensi antara norma yang diperintahkan dalam undang-undang
dengan realitas keberadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas.
3. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder yang saling melengkapi.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum utama yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahan
hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembentukan lembaga
pengawas independen pelindungan data pribadi. Sumber data primer tersebut
meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Magasid Syariah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Sumber data
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sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, artikel ilmiah, serta publikasi akademik lainnya yang membahas

pelindungan data pribadi dan pembentukan lembaga pengawas independen.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan
hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Bahan hukum tersebut meliputi
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang
berkaitan dengan pengawasan dalam pelindungan data pribadi. Peneliti
menelusuri dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan, khususnya yang
membahas pengaturan pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan
data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi dan Magasid Syariah.
5. Metode Analisis Data

Data yang diperolen melalui studi kepustakaan selanjutnya dikelola dan
dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, dan
menafsirkan bahan hukum secara sistematis berdasarkan kerangka hukum yang
berlaku. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang
mengatur pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Penelitian ini memusatkan pada perintah pembentukan lembaga pengawas

yang bersifat independen. Analisis dilakukan untuk menilai terdapat regulasi
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pelaksana yang secara jelas mengatur bentuk, kedudukan, struktur, dan
mekanisme kerja lembaga pengawas tersebut.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi adanya
kekosongan pengaturan terkait pembentukan lembaga pengawas independen serta
menganalisis implikasi dari ketiadaan regulasi tersebut terhadap kepastian hukum

dan efektivitas pelindungan hak privasi dalam kerangka negara hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian ini merupakan kelanjutan dari berbagai kajian
terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu,
penting untuk melakukan telaah terhadap penelitian — penelitian sebelumnya yang
relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat menambah, melengkapi, atau memberikan pembenaran ilmiah (verifikasi)
terhadap temuan yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

Bagian ini disusun dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian
dengan tema yang serupa, serta untuk menegaskan posisi dan kontribusi penelitian
ini dalam bidang hukum, khususnya dalam kajian mengenai Urgensi
Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi
Perspektif Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Magasid Syariah. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai
berikut:

1. Penelitian pertama berjudul Perlindungan Data Pribadi Warga Negara

Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data. Fokus kajian penelitian ini adalah

urgensi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
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Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum pelindungan hak
privasi warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan
pendekatan undang-undang. Teori/Konsep penelitian ini menggunakan
konsep hak privasi dan teori pelindungan hukum. Hasil penelitian
menegaskan perlunya percepatan regulasi yang mampu menjamin keamanan
data pribadi masyarakat sekaligus menghadirkan lembaga pengawas yang
efektif.!’

. Penelitian kedua berjudul Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data
Pribadi Konsumen Online Marketplace. Fokus kajian penelitian ini adalah
menyoroti lemahnya pelindungan hukum bagi konsumen akibat kebocoran
data di platform daring. Metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif.
Teori/konsep pelindungan konsumen dan tanggung jawab hukum
penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan konsumen rentan terhadap
pelanggaran privasi, dan penyelesaian sengketa masih mengandalkan
mekanisme adjudikasi dan konsensus.*®

. Penelitian ketiga berjudul Pelindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran
Data Pelanggan E-Commerce di Indonesia. Fokus Kajian penelitian ini
adalah tanggung jawab pelaku usaha e-commerce terhadap keamanan data

konsumen. Metode yang digunakan adalah normatif dan konsep tanggung

' Hezkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara
Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data,” Jurnal Kewarganegaraan, no. 1(2022)
https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657.

'8 Mas Rara Tri Retno Herryani, Harsono Njoto, “Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data
Pribadi Konsumen Online Marketace,” Jurnal Transparansi Hukum, no. 1(2022) https://ojs.unik-
kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3096.
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jawab hukum korporasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun
UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 telah mengatur kewajiban pelaku usaha,
implementasinya masih lemah dan membutuhkan sinergi antara pemerintah,
industri, serta masyarakat.™

. Penelitian keempat berjudul Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator
Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor
Ponsel di Indonesia. Fokus kajian penelitian ini adalah tanggung jawab
operator telekomunikasi atas kebocoran data akibat daur ulang nomor ponsel.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teori/Konsep
pertanggungjawaban hukum administratif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa operator dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pidana
sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen.?®

. Penelitian kelima berjudul Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data
pada Registrasi Ulang Kartu Prabayar di PT. Telkomsel. Fokus kajian
penelitian ini adalah pelindungan hukum konsumen kartu prabayar terhadap
kebocoran data registrasi ulang. Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif dan pendekatan perundang-undangan. Teori/Konsep tanggung jawab

hukum dan pelindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

19 Rachel Milafebina, Idham Putra Lesmana, Moody Rizqy Syailendra, “Pelindungan Data Pribadi
terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce di Indonesia,” Jurnal Tana Mana, no. 1(2023)
http://ojs.staialfurgan.ac.id/jtm/article/view/331.

% Mely, Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada, “Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator
Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia,”
Legal Dialogica, no. 1(2025) https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383.
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kebijakan Telkomsel telah memberikan pelindungan dasar, namun masih
terdapat kelemahan yang menuntut optimalisasi pengawasan negara.”*

6. Penelitian keenam berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam
Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional”
dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Fokus kajian penelitian ini adalah
peran pemerintah dalam kebocoran Pusat Data Nasional (PDN). Metode yang
digunakan yuridis normatif. Teori/Konsep tanggung jawab negara dan konsep
due diligence. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban
hukum untuk memberi notifikasi kebocoran dalam tiga hari dan bertanggung
jawab atas kompensasi bagi korban.?

7. Penelitian ketujuh berjudul Pelindungan Konsumen terhadap Kebocoran
Data pada Jasa Keuangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah
kualitatif berbasis studi literatur dan wawancara. Teori/Konsep pelindungan
konsumen dan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Hasil penelitian
menjelaskan bahwa pelindungan hukum di sektor jasa keuangan dilakukan
secara preventif (melalui pembinaan dan regulasi) serta represif (melalui

litigasi dan non-litigasi).?*

2! Audina Nurul Anjani, “Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data pada Registrasi Ulang
Kartu Prabayar di PT. Telkomsel” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84764/1/11210480000078 Audina%20
Nurul%20Anjani.pdf.

2 Andrew Ardiyanto Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha,
“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan
Pusat  Data  Nasional,”  Jurnal Hukum  Samudra  Keadilan, no.  1(2025)
https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279.

23 Andri Soemitra, Adlina, “Pelindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan
di  Indonesia,”  Juripol  (Jurnal Institusi  Politeknik ~ Ganesha), no. 1(2022)
https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538.
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8. Penelitian kedelapan berjudul Pengawasan Terhadap Perlindungan Data
Pribadi Di Indonesiaperspektif Magashid Syariah. Metode yang digunakan
adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang — undangan dan
konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pengawasan
yang lebih kuat dan efektif oleh pemerintah terhadap pelindungan data
pribadi, terutama dalam aspek keamanan siber, karena Indonesia telah
memiliki  regulasi  khusus tetapi implementasi pengamanan masih
memerlukan peningkatan.*

9. Penelitian kesembilan berjudul Tinjauan Hukum terhadap Pelindungan Data
Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-
Commerce. Fokus kajian penelitian ini adalah kasus kebocoran data
Tokopedia tahun 2020. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.
Teori/Konsep hak atas privasi dan akuntabilitas hukum. Hasil penelitian
menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, adanya celah regulasi, dan rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data.”®

10. Penelitian kesepuluh berjudul Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat
Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM. Fokus kajian penelitian
ini adalah pada dampak sosial dan hukum dari kebocoran data PDN 2024.

Metode yang digunakan kualitatif dan pendekatan hak asasi manusia (HAM).

24 Syarifah Tri Utami Wahyuningati, “Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di
Indonesiaperspektif Magashid Syariah,” Etheses UIN Malang (2023) http://etheses.uin-
malang.ac.id/56507/.

1 Wayan Cenik Ardika, “Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital:
Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce,” Journal of Law and Justice, no. 3(2025)
https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data merupakan pelanggaran

HAM karena merusak hak atas privasi, memicu penipuan identitas, dan

mengganggu layanan publik.?®

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti

Judul

Persamaan

Perbedaan

1. | Hezkiel Bram
Setiawan &
Fatma Ulfatun
Najicha

Perlindungan
Data  Pribadi
Warga Negara
Indonesia
Terkait dengan
Kebocoran
Data

Persamaan dari
kedua  penelitian
adalah sama -
sama  membahas
kebocoran data
pribadi di
Indonesia  sebagai
persoalan  serius
yang mengancam
hak privasi warga
negara serta
menekankan
urgensi  hadirnya
regulasi  khusus,
yaitu Undang -
Undang Nomor 27
Tahun 2022
tentang
Perlindungan Data
Pribadi, sebagai
solusi hukum atas
lemahnya
perlindungan data
dan kasus
kebocoran data
semakin meningkat
seiring  pesatnya
digitalisasi dan
belum adanya
mekanisme
pengawasan
memadai.

yang

Perbedaannya
terletak pada
fokus
pembahasan,
penelitian penulis
menekankan
peran pengawasan
negara secara
normatif  dalam
konteks Undang-
Undang  Nomor
27 Tahun 2022
tentang
Pelindungan Data
Pribadi yang
sudah berlaku,
serta
mengaitkannya
dengan asas
kepastian hukum
dan hak
konstitusional
(Pasal 28G UUD
1945), sementara
penelitian ini,
lebih berfokus
pada urgensi
percepatan
pengesahan RUU
Perlindungan
Data Pribadi dan
kondisi  regulasi

% Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana et al., “Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data
Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM,” Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, no. 1(2025)
https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/download/167/43/869.
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No | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
yang masih
tersebar  dalam
berbagai undang-
undang  sektoral
sebelum Undang
— Undang Nomor
27 Tahun 2022
tentang
Perlindungan
Data Pribadi
disahkan.

2. | Mas Rara Tri | Perlindungan |Kedua penelitian | Perbedaan  dari
Retno Hukum sama-sama kedua penelitian
Herryani, Terhadap menggunakan ini yaitu
Harsono Njoto | Kebocoran pendekatan penelitian penulis

Data  Pribadi | normatif dan |tidak hanya
Konsumen berangkat dari | menilai tanggung
Online keresahan jawab  sektoral,
Marketace akademik mengenai | tetapi menyoroti
lemahnya peran
perlindungan data | konstitusional
pribadi di |negara  sebagai
Indonesia. pengawas  yang
Keduanya juga | seharusnya hadir
menyoroti melalui

kekosongan hukum
yang menyebabkan
konsumen
dirugikan

pembentukan
otoritas
independen sesuai
dengan Undang —

Undang  Nomor
27 Tahun 2022
tentang
Perlindungan Data
Pasal 58 - 509.
Sedangkan
penelitian ini,

fokus pada kasus
sektoral
kebocoran data di
online
marketplace

(misalnya  kasus
peretasan
Tokopedia), serta
bagaimana

21




No

Nama Peneliti

Judul

Persamaan

Perbedaan

perlindungan
hukum bagi
konsumen  dapat
ditempuh melalui
mekanisme
litigasi  maupun
non-litigasi
dengan dasar UU
ITE, PP PSTE,
dan
Permenkominfo
PDPSE.

3. | Rachel Perlindungan | Kedua penelitian | Perbedaan  dari
Milafebina, Data sama-sama kedua penelitian
Idham  Putra | Pribadi Terhad | menekankan ini yaitu
Lesmana, ap Kebocoran | pentingnya peran | penelitian penulis
Moody Rizqy | Data Pelangga | negara melalui | menegaskan
Syailendra n E-Commerce | regulasi untuk | peran negara

di Indonesia memastikan sebagai pengawas
kepastian  hukum | utama yang
dan perlindungan | seharusnya hadir
privasi konsumen. | sesuai amanat

Undang — Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan
Data. Sedangkan
penelitian ini
lebih
menitikberatkan
pada
perlindungan
konsumen  oleh
pelaku usaha dan
instrumen
sektoral.

4. | Mely, H. | Analisis Keduanya sama- | Perbedaan kedua
Abdul Tanggung sama menyoroti | penelitian ini
Rahman, Andi | Jawab Hukum | lemahnya yaitu penulis
Tenri Sapada | Operator perlindungan data | menyoroti  aktor

Telekomunikas | pribadi di | publik

i Atas | Indonesia. (negara/otoritas

Kebocoran pengawas) serta

Data  Pribadi gap antara norma

dalam Kasus

UU dan realitas
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No

Nama Peneliti

Judul

Persamaan

Perbedaan

Recycle
Nomor Ponsel
di Indonesia

kelembagaan.
Sedangkan
penelitian ini
lebih fokus pada
aktor privat
(operator
telekomunikasi)
dan tanggung
jawabnya

Audina Nurul
Anjani

Perlindungan
Hukum
Terhadap
Kebocoran
Data Pada
Registrasi
Ulang Kartu
Prabayar di
PT.Telkomsel

Kedua penelitian
sama-sama
menyoroti adanya
kelemahan dalam
mekanisme
pengawasan  dan
penegakan hukum
sehingga
perlindungan
terhadap data
pribadi belum
sepenuhnya
berjalan optimal.

Perbedaan  dari
kedua penelitian
ini terletak pada
fokus penelitian.
Penulis berfokus
pada peran negara
sebagai pengawas
utama
perlindungan data
pribadi.
Sedangkan
penelitian ini,
berfokus pada
kasus sektoral
kebocoran data di
registrasi  ulang
kartu  prabayar,
dengan  menilai
perlindungan
hukum preventif
dan represif yang
diberikan kepada
konsumen  oleh
operator
telekomunikasi,
serta bagaimana
implementasi
Undang — Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan
Data dan UU ITE
berjalan di tingkat
korporasi.

Andrew
Ardiyanto

Pertanggungja
waban Hukum

Keduanya sama-
sama  menyoroti

Perbedaan dari
kedua penelitian
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No | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan

Dachlan, Alya | Pemerintah tanggung  jawab | ini yaitu,
Nabila, Dalam negara/pemerintah | penelitian penulis,
Nabilatul Kebocoran dalam kasus | berfokus pada
Alimah Putri, | Data  Pribadi | kebocoran data | desain
Nabilah Pada pribadi. Keduanya | kelembagaan
Nurmasitha Penyelenggara | juga menekankan | pengawasan
an Pusat Data | bahwa kebocoran | sebelum
Nasional data bukan hanya | kebocoran terjadi.
persoalan  teknis, | Sedangkan
tetapi juga terkait | penelitian ini,
kewajiban hukum | berfokus pada
negara untuk | akibat hokum
melindungi hak | pasca kebocoran.
warga Negara.

7. | Andri Perlindungan | Kedua penelitian | Perbedaan  dari
Soemitra, Konsumen sama-sama kedua penelitian
Adlina Terhadap menyoroti ini adalah

Kebocoran kebocoran data | penelitian penulis
Data Pada Jasa | pribadi sebagai isu | menekankan pada
Keuangan di | penting di  era | kewajiban negara
Indonesia digital serta | sebagai pengawas
menekankan utama kebocoran
urgensi adanya | data pribadi
perlindungan berdasarkan asas
hukum agar | hukum dan
konsumen atau | mandat UU PDP.
warga negara | Sementara
terlindungi dari | penelitian ini,
penyalahgunaan lebih menekankan
data. pada  tanggung
jawab pelaku
usaha jasa
keuangan dan
perlindungan
konsumen secara
prakitis.

8. | Syarifah  Tri | Pengawasan Persamaannya Perbedaannya
Utami Terhadap terletak pada sama- | penelitian ini
Wahyuningati | Perlindungan | sama pelindungan | hanya  berfokus

Data  Pribadi | data pribadi | pada Undang-

Di sebagai isu hukum | Undang  Nomor

Indonesiapersp | yang penting akibat | 27 Tahun 2022

ektif Maqashid | perkembangan tentang

Syariah teknologi dan | Pelindungan Data
informasi. Pribadi di
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No

Nama Peneliti

Judul

Persamaan

Perbedaan

Keduanya
menggunakan
pendekatan yuridis
normatif,
menjadikan
peraturan
perundang-
undangan sebagai
objek kajian utama,
serta menempatkan
peran pengawasan
pemerintah sebagai
elemen sentral
dalam  mencegah
penyalahgunaan
data pribadi. Selain
itu, keduanya juga
mengakui  bahwa
data pribadi
merupakan hak
yang harus
dilindungi demi
mencegah kerugian
bagi masyarakat.

Indonesia dan
mengaitkannya
dengan perspektif
Magasid Syariah,
tanpa melakukan
perbandingan
dengan sistem
hukum negara
lain.  Sementara
itu, penelitian
penulis
mengembangkan
kajian dengan
melakukan studi
komparatif antara
Indonesia dan
Malaysia,
khususnya
membandingkan
uu PDP
Indonesia dengan
Law of Malaysia
Act Al727
Personal Data
Protection
(Amendment) Act
2024,  terutama
dalam aspek
pengawasan dan
model regulasi.

I Wayan Cenik
Ardika

Tinjauan
Hukum
terhadap
Perlindungan
Data Pribadi di

Era

Digital:

Kasus
Kebocoran
Data Pengguna

Layanan

E-

Commerce

Kedua penelitian
sama-sama
berangkat
persoalan
kebocoran data
pribadi sebagai isu
serius dalam
perkembangan era
digital. Keduanya
menekankan

perlunya kerangka
hukum yang kuat
dan implementasi
efektif agar hak
privasi warga

dari

Perbedaan dalam
penelitian penulis
yaitu  menyoroti
peran negara
secara  normatif
dalam
pengawasan
kebocoran
pribadi.
Sedangkan,
penelitian
berfokus pada
kasus konkret
kebocoran data di
g-commerce

data

ini

25




No | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
negara atau | (Tokopedia 2020)
konsumen untuk menyoroti
terlindungi. kelemahan

regulasi,
akuntabilitas
perusahaan, serta
perlindungan
konsumen.

10. | Muhammad Analisa Keduanya sama- | Perbedaan dalam
Asthi Seta Ari | Dampak sama melihat | penelitian penulis
Yuwana, A | Kebocoran kebocoran data | yaitu menekankan
ndhika Data Pusat | pribadi sebagai | kewajiban
Pratama Adhi | Data Nasional | ancaman serius | konstitusional dan
Surya, Abdul | (PDN) 2024 | terhadap hak | normatif  negara
Hakim Al | Dalam privasi warga | dalam
Baihaqy, M. | Perspektif negara. Keduanya | pengawasan
Asif Nur Fauzi | HAM juga menekankan | kebocoran  data

pentingnya pribadi.
tanggung  jawab | Sedangkan
negara dalam | penelitian ini,
melindungi  data | lebih menekankan
pribadi dan | pada analisis
memandang dampak

insiden kebocoran | kebocoran PDN
sebagai bentuk | 2024 terhadap
pelanggaran HAM | HAM, khususnya
serta kegagalan | hak atas privasi,
sistem hukum dan | rasa aman, dan
kelembagaan akses layanan
dalam memberikan | publik.
perlindungan

efektif.

H. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan sistematika pembahasan, penelitian ini disusun dalam
empat bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan
dalam Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang. Setiap bab disusun secara sistematis dan memiliki hubungan
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logis antara satu bab dengan bab berikutnya sehingga membentuk satu kesatuan
pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah
yang menguraikan dasar pemikiran serta urgensi penelitian tentang Urgensi
Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi
Perspektif Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Magasid Syariah. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan
penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini
juga memuat definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting yang
digunakan dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang meliputi
jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik
pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum. Pada bagian
akhir disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum susunan
pembahasan penelitian.

BAB Il Tinjauan Pustaka, Bagian ini memuat kajian pustaka dan kerangka
teoretis yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan
penelitian. Pembahasan meliputi teori pengawasan hukum, teori pelindungan data
pribadi, teori pembentukan lembaga independen (independent regulatory bodies),
serta teori Bias Kekuasaan (Power Bias Theory) sebagai kerangka analisis dalam
memahami mekanisme pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan

data pribadi. Seluruh konsep dan teori tersebut digunakan untuk mendukung
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analisis deskriptif-kualitatif perspektif Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Magasid Syariah.

BAB I1l Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagian ini disajikan data dan
informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu
dengan cara membaca, menelaah, serta mengkaji berbagai literatur yang relevan
dari pengaturan serta mekanisme pengawasan terhadap pelindungan data pribadi
berdasarkan Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Magasid Syariah. Pembahasan dilakukan dengan menelaah ketentuan
pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan lembaga pengawas
independen, bentuk pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya
dilakukan deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi guna menjawab rumusan
masalah penelitian.

BAB IV Penutup, bagian ini merupakan bab penutup yang memuat
kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat, jelas, dan
sistematis atas rumusan masalah penelitian mengenai Urgensi Pembentukan
Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang —
Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Magasid
Syariah. Adapun saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pembentuk
kebijakan dan lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan
sistem pengawasan pelindungan data pribadi, serta sebagai rujukan bagi penelitian

selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan
sebagai pijakan analisis dalam penelitian skripsi yang berjudul “Urgensi
Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi
Perspektif Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi dan Maqasid Syariah”. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan
kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, dan regulasi
yang relevan dengan pengawasan pelindungan data pribadi dalam sistem hukum.

Secara khusus, bab ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan pustaka yang
berkaitan dengan teori pengawasan hukum, teori pelindungan data pribadi, teori
pembentukan lembaga independen (independent regulatory bodies), serta teori
Bias Kekuasaan (Power Bias Theory) sebagai dasar analisis normatif terhadap
ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data
pribadi.
A. Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data

Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
merupakan instrumen hukum komprehensif pertama di Indonesia yang secara
khusus mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data dan prosesor data,
serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran

pelindungan data pribadi.’’ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
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Pelindungan Data Pribadi ini mengakui pelindungan data pribadi sebagai bagian
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara di era digital, termasuk dalam
transaksi ekonomi dan layanan publik.?® Ketentuan dalam undang-undang ini
mencakup hak subjek data atas akses, koreksi, pembatasan penggunaan, serta
kewajiban persetujuan eksplisit untuk setiap pemrosesan data pribadi.?®

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
juga mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar serta menetapkan
aspek kelembagaan termasuk mekanisme pengawasan pelindungan data pribadi.*
B. Pengawasan Hukum

Pengawasan merupakan instrumen esensial untuk menjamin bahwa setiap
tindakan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum dan tujuan
pembentukan peraturan. Pengawasan tidak sekadar kegiatan teknis administratif,
melainkan mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan publik agar
tidak menyimpang dari asas legalitas dan asas perlindungan hak warga negara.

Menurut Ridwan HR, pengawasan dalam hukum administrasi negara
adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan guna
memastikan kesesuaian dengan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan
wewenang.*! Pengawasan dalam negara hukum memiliki dimensi preventif dan

represif. Secara preventif, pengawasan berfungsi mencegah terjadinya

?8 Undang—Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

% Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

%0 Novita Angraini, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir, “Perlindungan Hukum Data
Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Indonesian Journal of Legality of Law 7, no. 1
(2025), https://doi.org/10.35965/ijIf.v7i1.5267.

%! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
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pelanggaran sebelum tindakan dilakukan. Secara represif, pengawasan bertujuan
menindak dan mengoreksi pelanggaran yang telah terjadi.

Perubahan lain Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara
hukum modern, pengawasan eksternal yang bersifat independen memiliki
kedudukan penting sebagai jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.*
Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berada dalam struktur yang sama
dengan objek yang diawasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan
mengurangi objektivitas penilaian. Oleh karena itu, independensi pengawas
merupakan syarat mutlak bagi efektivitas perlindungan hak.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, fungsi pengawasan menjadi
sangat strategis karena menyangkut hak privasi yang merupakan bagian dari hak
asasi manusia. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara
eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga pengawas Yyang bersifat
independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.®** Ketentuan ini
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari pentingnya desain
pengawasan yang terpisah dari struktur kementerian. Namun, belum terbentuknya
regulasi pembentukan lembaga tersebut menimbulkan persoalan normatif
mengenai efektivitas sistem pengawasan yang diamanatkan undang-undang.
tersebut.

Pengawasan hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa
prinsip-prinsip pelindungan data seperti legalitas, transparansi, batasan tujuan,

proporsionalitas, serta keamanan data dipatuhi oleh pengendali dan prosesor data.

%2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987).
% pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
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Studi empiris terhadap pelindungan data pribadi menunjukkan bahwa dua pihak
utama yang memiliki peluang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data
adalah pihak pemerintah melalui lembaga negara dan sektor swasta melalui sistem
pengendalian internal organisasi.®* Hal ini menunjukkan dimensi ganda
pengawasan, yakni internal dan eksternal, yang diperlukan agar fungsi hukum
benar-benar efektif.

Dalam kajian normatif mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia,
pengawasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi masih menunjukkan kelemahan dalam hal kompleksitas
implementasi pengawasan lembaga independen, sehingga pengawasan selama ini
lebih banyak dilakukan secara sektoral oleh kementerian teknis seperti
Kementerian Komunikasi dan Informatika.*® Kondisi ini memperlihatkan bahwa
pengawasan hukum pada pelindungan data pribadi perlu ditata secara lebih
sistematis dan terintegrasi agar dapat menjamin mekanisme kontrol dan
akuntabilitas yang lebih kuat.

C. Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi berakar pada konsep hak privasi sebagai bagian
dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, hak atas pelindungan
diri pribadi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

% M. Na’im Al Jum’ah, Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi,
ejournal.uin-suka.ac.id, https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370.

% Adam Kusuma dkk., Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU PDP,
repository.ub.ac.id, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/238012.
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martabat, serta rasa aman.®*® Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis
bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi warga
negara sebagai bagian dari perlindungan hak privasi.

Secara lebih spesifik, pelindungan data pribadi dipahami sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap hak individu atas informasi yang melekat pada
dirinya. Sinta Dewi Rosadi menjelaskan bahwa pelindungan data pribadi
merupakan hak seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya akan
dibagikan atau tidak, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tidak
disalahgunakan.*” Dengan demikian, pelindungan data pribadi tidak hanya
menyangkut kerahasiaan (confidentiality), tetapi juga kendali (control) dan
keamanan (security) atas data.

Pelindungan data pribadi sangat bergantung pada keberadaan sistem
pengawasan yang efektif. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat memerlukan mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah

melalui sistem pengawasan yang jelas dan akuntabel.*®

Artinya, pelindungan data
pribadi tidak cukup hanya dengan norma substantif, tetapi harus didukung oleh
lembaga pengawas yang mampu menjalankan fungsi pembinaan, pemeriksaan,
dan penegakan hukum administratif.

Di tingkat undang-undang, pelindungan data pribadi di Indonesia secara

khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini

mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip pemrosesan data,

% pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

% Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-
Commerce Menurut Hukum Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2009), him. 45.

% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987), him. 2-3.
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serta sanksi administratif dan pidana. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tersebut secara tegas memerintahkan pembentukan lembaga
pengawas yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.*
Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara teoritis, pelindungan data pribadi di
Indonesia dirancang sebagai sistem yang tidak hanya berbasis norma, tetapi juga
berbasis kelembagaan.

Selain itu, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,
pelindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi sektoral,
seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur kewajiban penyelenggara
sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.*’
Namun, pengaturan tersebut belum membentuk pengawasan yang terintegrasi dan
independen, sehingga efektivitas perlindungan data masih bersifat sektoral.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan suatu norma hukum
dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor penegak hukum atau
lembaga yang menjalankan norma tersebut.** Dalam konteks pelindungan data
pribadi, tanpa adanya lembaga pengawas independen sebagaimana diperintahkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, maka sistem perlindungan berpotensi
tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, teori pelindungan data pribadi

menegaskan bahwa perlindungan hak privasi harus didukung oleh tiga unsur

% pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“0 pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

* Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008), him. 8.
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utama, yaitu norma hukum yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan
lembaga yang independen.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelindungan data pribadi bukan
sekadar persoalan pengaturan hak dan kewajiban, tetapi merupakan sistem hukum
yang memerlukan desain kelembagaan yang kuat. Ketika regulasi pembentukan
lembaga pengawas belum terwujud secara definitif, maka terjadi
ketidakseimbangan dalam struktur perlindungan yang dapat memengaruhi
kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelindungan data
pribadi di Indonesia.

D. Pembentukan Lembaga Independen (Independent Regulatory Bodies)

Keberadaan lembaga negara bukan sekadar struktur administratif,
melainkan instrumen konstitusional untuk menjamin terlaksananya perlindungan
hak asasi manusia secara efektif. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap kewenangan
pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum dan melalui organ yang
dibentuk secara sah. Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa dalam perkembangan
negara modern, pembentukan lembaga-lembaga independen merupakan respons
atas kompleksitas fungsi negara yang tidak lagi dapat ditangani secara optimal
oleh struktur Klasik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga independen lahir

sebagai bentuk diferensiasi fungsi kekuasaan untuk menjamin profesionalitas,
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objektivitas, dan perlindungan kepentingan publik dalam sektor-sektor strategis.*?
Dalam konteks pelindungan data pribadi, kebutuhan akan lembaga independen
menjadi semakin penting karena objek pengawasannya menyangkut hak
konstitusional warga negara atas privasi, keamanan, dan martabat diri
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pembentukan lembaga negara harus tunduk pada prinsip legalitas dan asas
pembentukan organ pemerintahan. Bagir Manan menegaskan bahwa pembentukan
lembaga melalui undang-undang tidak cukup hanya dengan perintah normatif,
tetapi harus diikuti dengan pengaturan operasional yang jelas mengenai
kedudukan, struktur, kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan sumber

pembiayaan agar lembaga tersebut dapat bekerja secara efektif.*®

Tanpa regulasi
pelaksana yang konkret, norma pembentukan berpotensi menjadi norma yang
tidak operasional (non-self executing norm). Dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022, Pasal 58 ayat (1) secara eksplisit memerintahkan pembentukan
lembaga pengawas yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Norma ini menunjukkan desain kelembagaan yang dimaksudkan berada
di luar struktur kementerian, sehingga memiliki otonomi fungsional dalam
menjalankan pengawasan terhadap pengendali data, baik sektor publik maupun
swasta. Namun, ketika regulasi pembentukan lembaga tersebut belum
direalisasikan secara definitif, maka secara teoritis terjadi kesenjangan antara

norma pembentuk (das sollen) dan realitas kelembagaan (das sein). Ketika

regulasi pembentukannya belum terwujud secara konkret pasca berlakunya

*2 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006).
* Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UlI Press, 2003).
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, maka secara teoritis terjadi kekosongan
institusional yang berpotensi melemahkan kepastian hukum, akuntabilitas, serta
perlindungan hak privasi warga negara dalam kerangka negara hukum.

E. Bias Kekuasaan (Power Bias Theory)

Secara teoritis, Bias Kekuasaan (Power Bias Theory) merujuk pada kondisi
ketika kewenangan pengawasan atau pengaturan dijalankan oleh organ yang
memiliki kepentingan struktural dalam objek yang diawasi, sehingga berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas pengambilan
keputusan. Dalam teori ketatanegaraan modern, bias kekuasaan muncul apabila
suatu cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk mengawasi dirinya sendiri atau
entitas lain dalam cabang kekuasaan yang sama tanpa mekanisme kontrol
independen.**

Dalam sistem negara hukum, prinsip checks and balances yang
dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan bahwa pemusatan kekuasaan dalam
satu organ berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of
power).* Oleh karena itu, fungsi pengawasan idealnya dilaksanakan oleh lembaga
yang memiliki jarak institusional (institutional distance) dari objek yang diawasi
agar terhindar dari bias struktural.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 58 mengamanatkan pembentukan
lembaga pengawas yang ditetapkan oleh Presiden, sedangkan Pasal 59

memberikan  kewenangan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum

* Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, him.
343-345.
** Montesquieu, The Spirit of the Laws, diterjemahkan oleh Thomas Nugent, 1752
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administratif, serta penyelesaian sengketa. Konstruksi norma tersebut
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya otoritas
khusus yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Namun, fungsi pengawasan sementara dijalankan oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari cabang kekuasaan

eksekutif.*®

Secara teoritik, kondisi ini berpotensi menimbulkan bias kekuasaan
karena kementerian sebagai organ eksekutif juga merupakan bagian dari struktur
pemerintah yang dapat bertindak sebagai pengendali data dalam sektor publik.
Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan apabila
pengawasan dilakukan terhadap instansi pemerintah sendiri.

Bias kekuasaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai potensi
ketidaknetralan dalam penegakan sanksi administratif, pengambilan keputusan
atas sengketa data pribadi, maupun dalam kebijakan pengawasan terhadap
pelanggaran yang melibatkan institusi negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada
melemahnya asas akuntabilitas dan kepastian hukum, karena tidak terdapat
pemisahan struktural antara pihak yang diawasi dan pihak yang mengawasi.

Pada sektor yang menyangkut hak fundamental warga Negara termasuk hak
privasi dan pelindungan data pribadi memerlukan pengawasan oleh otoritas yang
independen secara struktural dan fungsional untuk meminimalisir bias

kekuasaan.’’ Oleh karena itu, urgensi pembentukan lembaga pengawas

independen dalam sistem pelindungan data pribadi menjadi penting guna

% Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Pelindungan Data Pribadi,” laman
resmi: https://www.komdigi.go.id

" Mark Thatcher & Alec Stone Sweet, “Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian
Institutions,” West European Politics, Vol. 25 No. 1 (2002). Versi jurnal dapat diakses melalui:
https://www.tandfonline.com
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menjamin objektivitas, imparsial, dan efektivitas penegakan hukum sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi (UU PDP).

F. Magqasid Syariah

Dalam kajian hukum dan penegakan hukum, Dalam perspektif hukum
Islam, pendekatan Magasid Syariah memberikan dimensi normatif yang lebih luas
terhadap perlindungan hak individu, termasuk dalam konteks pelindungan data
pribadi. Magasid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Yyang
berorientasi pada kemaslahatan manusia. Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat
menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok
kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.** Dalam
perkembangan pemikiran kontemporer, konsep maqasid diperluas untuk
mencakup perlindungan martabat dan kehormatan manusia sebagai bagian dari
kemaslahatan yang harus dijaga.

Jasser Auda mengembangkan pendekatan magasid berbasis sistem yang
menekankan pentingnya perlindungan hak dan kebebasan individu dalam konteks
masyarakat modern.”® Dalam kerangka tersebut, pelindungan data pribadi dapat
dikaitkan dengan perlindungan kehormatan (hifz al- ‘ird), perlindungan harta (hifz
al-mal), serta perlindungan jiwa dan keamanan individu (kifz al-nafs).
Penyalahgunaan data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian material maupun

immaterial yang bertentangan dengan tujuan syariat.

*® Abu Ishagq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari ‘ah (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah).
* Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London:
1T, 2008).
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Dengan demikian, dari perspektif Maqgasid Syariah, keberadaan lembaga
pengawas independen bukan hanya tuntutan administratif negara modern, tetapi
juga bagian dari kewajiban menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadat.
Ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data
pribadi dapat dipandang sebagai belum optimalnya perwujudan tanggung jawab
negara dalam menjaga hak dan martabat individu, baik dalam perspektif hukum

positif maupun hukum Islam.
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BAB |11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan
Data Pribadi Perspektif Undang—Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi telah ditegaskan
secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa
penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang
ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 59 yang
memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk melakukan perumusan
kebijakan, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, serta fasilitasi
penyelesaian sengketa.®® Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-
undang secara sadar mendesain pengawasan pelindungan data pribadi melalui
suatu otoritas khusus yang memiliki fungsi regulatif dan penegakan hukum secara
terintegrasi.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi menentukan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi
dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa secara desain normatif

lembaga pengawas berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Fungsi

%0 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 58-59,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

41


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

pengawasan pelindungan data pribadi dijalankan oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai kementerian yang memiliki
kewenangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik dan tata kelola ruang
digital. Dengan demikian, pengawasan terhadap kepatuhan pelindungan data
pribadi masih berada dalam struktur kementerian yang secara langsung
bertanggung jawab kepada Presiden.”® Artinya, Kementerian Komunikasi dan
Digital Republik Indonesia (Komdigi) merupakan lembaga tidak independen.

Apabila dianalisis melalui teori independensi lembaga negara, kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan bias kelembagaan. Jimly Asshiddigie
menjelaskan bahwa independensi lembaga negara dimaksudkan untuk
menghindari dominasi cabang kekuasaan tertentu serta menjamin objektivitas
dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.®* Ketika fungsi
regulator (pembuat kebijakan sektor digital) sekaligus menjadi pengawas dan
penegak kepatuhan, maka terdapat potensi konflik kepentingan struktural. Dalam
perspektif teori bias kekuasaan, lembaga yang berada di bawah struktur eksekutif
cenderung memiliki keberpihakan kebijakan terhadap pemerintah, terutama jika
pengawasan tersebut berimplikasi pada kepentingan strategis negara di bidang
transformasi digital dan investasi.>®

Keberadaan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi yang masih berada
dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dapat berfungsi secara

5! pasal 58 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
52 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 34-36.

>3 Bivitri Susanti, “Desain Kelembagaan Negara dan Prinsip Independensi,” Jurnal Konstitusi,
Vol. 17, No. 2 (2020), him. 210-212.
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optimal dan efektif. Selama badan pengawas pelindungan data pribadi yang belum
terbentuk, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan administratif, menerima
aduan, serta memantau kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi sebagai
bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Kondisi ini
membuka kemungkinan tumpang tindih kewenangan karena Komdigi memiliki
peran ganda sebagai regulator, pembuat kebijakan, serta pelaksana pengawasan di
sektor digital, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentinagn struktural antara
fungsi regulasi dan fungsi pengawasan.

Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
untuk pembentukan lembaga pengawas, masih dalam proses harmonisasi dan
pembahasan di tingkat kementerian hingga saat ini, sehingga lembaga yang
seharusnya berdiri masih belum terealisasi. Keadaan ini berimplikasi pada
kurangnya kepastian kelembagaan dan potensi bias administratif dalam
pengawasan, karena pengawasan masih dikelola oleh organ eksekutif di bawah
kementerian, bukan oleh lembaga eksternal independen. Argumen ini mendukung
urgensi normatif untuk segera membentuk atau menyisipkan ketentuan yang
secara tegas mewajibkan lembaga pengawas yang independen, agar fungsi
pengawasan pelindungan data pribadi dapat berjalan secara objektif, efektif, dan
bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif.

Secara yuridis, perintah pembentukan lembaga pengawas dalam Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah norma bersifat wajib (mandatory norm),
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bukan norma deklaratif. Artinya, norma tersebut menimbulkan kewajiban hukum
bagi pemerintah untuk membentuk lembaga sebagaimana dimaksud.

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi,
Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan
Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data
Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Hal ini semakin diperjelas oleh Pasal 74 Undang—Undang Nomor 27 Tahun
2022 yang memberikan masa transisi paling lama dua tahun sejak undang-undang
diundangkan.>* Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban
pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menimbulkan kekosongan
norma terkait jaminan independensi kelembagaan pengawas. Oleh karena itu,
menjadi urgensi untuk menyisipkan atau merumuskan ketentuan yang secara tegas
dan tersurat mengharuskan pembentukan lembaga pengawas yang independen,
bukan lembaga yang ditetapkan dan berada di bawah Presiden, melainkan
lembaga eksternal yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif guna menjamin
objektivitas, imparsialitas, dan efektivitas pengawasan pelindungan data pribadi.

Dalam konteks perkembangan kelembagaan, pemerintah kemudian
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian
Komunikasi dan Digital.

Pasal 2
(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

% Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 74
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Pasal tersebut menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
digital serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.>®

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital,
pengawasan ruang digital, pelindungan data pribadi, dan komunikasi
publik dan media;

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian di daerah;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian;

d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan
digital;

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selanjutnya, Pasal 6 huruf a menetapkan bahwa kementerian tersebut
memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan data
pribadi. Ketentuan ini secara struktural menempatkan fungsi pengawasan dalam
kerangka organ eksekutif. Apabila suatu lembaga berada dalam struktur cabang
kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

lembaga independen secara kelembagaan.

Dalam perspektif teori pengawasan hukum, pengawasan merupakan

instrumen kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan

% Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital Pasal
2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/254871/perpres-no-174-tahun-2024
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sesuai asas legalitas dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Pengawasan bukan sekadar mekanisme administratif,
melainkan bagian menyeluruh dari sistem negara hukum untuk menjaga agar
kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Ridwan HR menjelaskan
bahwa pengawasan dalam hukum administrasi negara merupakan proses penilaian
terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan
wewenang (abuse of power) serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat
sebagai subjek hukum.>® Tanpa lembaga pengawas yang independen, mekanisme
kontrol terhadap pengendali dan prosesor data menjadi tidak optimal, khususnya
apabila pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam
cabang kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi. Dalam konteks
pelindungan data pribadi, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting karena
menyangkut hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°’
Dengan demikian, pengawasan memiliki fungsi preventif sekaligus represif:
mencegah terjadinya pelanggaran sebelum tindakan dilakukan, serta mengoreksi
dan memberikan sanksi apabila pelanggaran telah terjadi.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara hukum modern,
perlindungan hukum bagi rakyat mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan
eksternal yang efektif dan tidak berada dalam konflik kepentingan dengan objek

yang diawasi.® Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh organ dalam struktur

% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers)

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

%8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987).
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yang sama dengan pihak yang diawasi berpotensi mengurangi objektivitas dan
ketidakberpihakan dalam penegakan hukum. Dalam konteks pelindungan data
pribadi, potensi tersebut menjadi semakin signifikan karena objek pengawasannya
mencakup instansi pemerintah dan badan publik yang juga berada dalam cabang
kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, dalam perspektif teori pengawasan hukum,
keberadaan lembaga pengawas yang independen menjadi prasyarat struktural
untuk menjamin efektivitas kontrol, kepastian hukum, serta perlindungan hak
konstitusional warga negara di era digital.

Urgensi pembentukan lembaga independen juga dapat dianalisis melalui
teori pelindungan data pribadi yang menekankan prinsip akuntabilitas dan
transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola data yang efektif. Prinsip
akuntabilitas mensyaratkan adanya otoritas yang mampu tidak hanya merumuskan
kebijakan, tetapi juga menilai kepatuhan pengendali data secara objektif serta
menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional ketika terjadi penyimpangan
dari standar perlindungan yang diwajibkan oleh undang-undang. Penelitian terkini
menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Indonesia bertujuan menyamakan
standar perlindungan dengan yang diterapkan oleh General Data Protection
Regulation (GDPR) Uni Eropa, sehingga perlu ada mekanisme kelembagaan yang
mampu memastikan praktik tersebut berjalan secara konsisten dan berdampak
hukum nyata.® Namun tanpa lembaga pengawas yang independen sebagai

otoritas eksternal, mekanisme pertanggungjawaban tersebut berisiko hanya

% Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya, Innovative: Journal
of Social Science Research, Vol. 4 No. 4, 2024. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13476
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menjadi formalitas administratif dan tidak efektif dalam mendorong kepatuhan
terutama apabila fungsi pengawasan berada pada organ yang secara struktural
merupakan bagian dari pihak yang diawasi.

Kondisi ini berpotensi menciptakan situasi di mana pengendali data
termasuk instansi pemerintah atau badan publik dapat mengontrol proses
pengawasan terhadap diri sendiri, sehingga akuntabilitas yang sesungguhnya tidak
berjalan. Penelitian lain juga menekankan bahwa tanpa otoritas pengawas
independen, sistem pelindungan data pribadi di Indonesia menghadapi hambatan
implementasi yang signifikan, termasuk rendahnya akuntabilitas lembaga serta
lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran data.®® Mekanisme
transparansi menjadi sulit diwujudkan karena ketiadaan otoritas yang mampu
secara bebas dan netral mengevaluasi serta menindak pelanggaran baik oleh
sektor publik maupun swasta.

Selain itu, studi komparatif menunjukkan bahwa di negara lain, lembaga
independen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan
perlindungan data dilaksanakan dengan standar tertinggi akuntabilitas, termasuk
dalam pemantauan risiko, pengujian kepatuhan, dan penyidikan pelanggaran.®*
Dalam konteks Indonesia, urgensi ini semakin menguat karena akuntabilitas tidak
hanya menjadi domain internal organisasi, tetapi membutuhkan pengawasan

independen untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak

% Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi
Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, 2024.
https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793

81 'Wardah Yuspin dkk., The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-
Based Accountability Principle, BESTUUR, Vol. 12 No. 1, 2024.
https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.89742
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tergantung pada mekanisme internal semata. Tanpa otoritas eksternal yang kuat,
klaim kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dapat menjadi cenderung retoris,
sehingga tujuan perlindungan hak subjek data yang dilindungi undang-undang
tidak sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif teori Bias Kekuasaan (Power Bias Theory), penempatan
fungsi pengawasan dalam cabang kekuasaan yang sama dengan objek pengawasan
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bias institusional.®* Apabila
pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam cabang
kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi, maka mekanisme kontrol
berpotensi tidak berjalan optimal serta dapat memungkinkan terjadinya
perlindungan kepentingan internal (institutional self-protection) yang dapat
melemahkan objekvitas penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan
bias institusional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem
pelindungan data pribadi. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh
Montesquieu menegaskan bahwa pemusatan kewenangan dalam satu organ
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.> Oleh sebab itu,
pembentukan lembaga pengawas independen dalam pelindungan data pribadi
bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan struktural untuk
menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum serts mekanisme
institusional untuk meminimalkan bias kekuasaan dan menjaga imparsialitas

dalam penegakan hukum pelindungan data pribadi.

%2 Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (London: Palgrave Macmillan, 2005).
%3 Montesquieu, The Spirit of Laws (1748), Book XI.
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Lebih lanjut, teori pembentukan lembaga independen (Independent
Regulatory Bodies) menjelaskan bahwa lembaga semacam ini dibentuk untuk
mengatur sektor yang kompleks, teknis, dan berdampak luas terhadap kepentingan
publik. Menurut teori Independent Regulatory Bodie, suatu lembaga disebut
independen apabila memenuhi beberapa indikator utama, anatara lain:

1. Terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif secara struktural

2. Memiliki otonomi pengambilan keputusan

3. Tidak berada dalam garis kementerian

4. Memiliki jaminan masa jabatan dan mekanisme pemberhentian yang
terbatas.

Karena kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan bagian
dari struktur kabinet dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka secara
kelembagaan Komdigi tidak memenuhi kriteria independensi struktural tersebut.®
Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa lembaga independen lahir untuk menjamin
objektivitas dan profesionalitas dalam sektor yang strategis bagi kepentingan
publik.®® Dengan demikian, apabila fungsi pengawasan pelindungan data pribadi
ditempatkan dalam kementerian yang berada di bawah kendali Presiden, maka
independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum terwujud secara ideal

serta pengawasan tidak cukup dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi biasa,

% OECD, Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality
Regulation  (Paris: OECD  Publishing, 2017), https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/designing-independent-and-accountable-regulatory-authorities-9789264274198-en.htm

% Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010).
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melainkan membutuhkan otoritas yang memiliki otonomi fungsional, keahlian
teknis, serta jaminan independensi dari campur tangan politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, lembaga pelindungan data pribadi yang
akan dibentuk sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum dapat dikualifikasikan
sebagai lembaga yang benar-benar memiliki otoritas independen apabila desain
kelembagaannya tidak memenuhi prinsip-prinsip independensi. Dengan demikian,
apabila fungsi pengawasan tetap berada dalam struktur yang tidak otonom, maka
secara konseptual hal tersebut berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hak-
hak konstitusional warga negara.

Ketiadaan independensi kelembagaan tidak hanya berdampak pada
lemahnya legitimasi dan objektivitas lembaga itu sendiri, tetapi juga dapat
menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai subjek data. Ketika pengawasan
tidak dijalankan secara netral dan bebas dari konflik kepentingan, perlindungan
terhadap hak privasi, keamanan data, serta kepastian hukum bagi warga negara
menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi untuk segera membentuk lembaga
pengawas pelindungan data pribadi yang independen atau setidaknya menyisipkan
secara tegas aspek independensi dalam desain kelembagaannya. Urgensi tersebut
berkaitan erat dengan potensi dampak negatif jangka panjang yang dapat timbul
apabila pengawasan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bebas dari intervensi

kekuasaan eksekutif, sebagaimana akan dirinci pada pembahasan berikut.
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1. Dampak dari tidak independennya lembaga pelindungan data pribadi
terhadap lembaga pengawasan pelindungan data pribadi
a. Terjadinya campur tangan oleh Presiden atau Pemerintah
Potensi terjadinya campur tangan kekuasaan eksekutif, termasuk
intervensi  Presiden atau pemerintah, dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan. Secara konseptual, lembaga pelindungan data pribadi
dibentuk untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data warga negara,
sehingga harus memiliki independensi struktural dan fungsional agar
terbebas dari pengaruh politik. Apabila lembaga tersebut berada dalam
garis komando pemerintahan, maka terdapat risiko bahwa kebijakan atau
keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik
tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap
penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hak privasi warga negara
yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
b. Adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan
Dalam kerangka teori Bias Kekuasaan (Power Bias Theory), ketika
pengawasan dilakukan oleh organ yang memiliki kepentingan struktural
terhadap objek yang diawasi, maka objektivitas dan netralitas penegakan
hukum dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan manipulasi atau
pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan politik maupun ekonomi
tertentu. Studi terbaru menunjukkan bahwa lemahnya independensi

otoritas pengawas data dapat mengurangi efektivitas penerapan prinsip
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akuntabilitas dan transparansi dalam pelindungan data.®® Dengan
demikian, lembaga yang tidak independen cenderung tidak mampu
menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.
Lemahnya lembaga dalam menegakkan hukum

Lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen akan
memiliki  keterbatasan dalam mengejar pelanggaran data atau
melaksanakan tindakan hukum terhadap perusahaan atau organisasi yang
melanggar peraturan perlindungan data. Sehingga menghambat proses

penegakan hukum yang efektif.®’

Lembaga perlindungan data yang tidak
memiliki kewenangan atau wewenang yang cukup kuat menjadi kesulitan
untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau organisasi yang
melanggar peraturan perlindungan data.
Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Keterbatasan dalam fungsi pengawasan menyebabkan celah dalam
pengendalian praktik pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data
oleh perusahaan maupun badan publik. Ketika risiko sanksi rendah dan

pengawasan tidak tegas, maka kepatuhan terhadap norma pelindungan data

cenderung menurun karena lemahnya pengawasan eksternal berkorelasi

% Wardah Yuspin dkk., “The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-

Accountability  Principle,” BESTUUR, Vol. 12 No. 1 (2024),

https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742

European  Commission, Data  Protection  Authorities under GDPR, 2022,
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
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dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data
pribadi.®®
e. Kehilangan kepercayaan publik
Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam tata
kelola data di era digital. Apabila lembaga dipersepsikan terlalu terikat
pada kepentingan pemerintah atau tidak berpihak dalam menangani kasus
pelanggaran data, maka legitimasi kelembagaan akan melemah.
Rendahnya tingkat kepercayaan publik dapat menyebabkan masyarakat
enggan memberikan data pribadinya dalam berbagai layanan digital karena
merasa tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai.®® Padahal,
efektivitas sistem pelindungan data sangat bergantung pada legitimasi dan
kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pengawas.
2. Dampak tidak independennya lembaga perlindungan data pribadi
terhadap hak warga Negara
a. Keterbatasan hak warga Negara
Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas privasi
dan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam negara hukum
demokratis. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pelindungan data pribadi
yang independen dan memiliki kapasitas penegakan hukum yang efektif

menjadi suatu hal penting. Lembaga tersebut harus mampu menjalankan

% Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan
Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum, 2024,
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793

% Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, “Prinsip Akuntabilitas dalam UU
Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR,” Innovative: Journal of Social Science Research,
Vol. 4 No. 4 (2024), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476
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fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data,
menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional, serta memberikan
jaminan perlindungan hak privasi secara tegas dan tidak memihak. Tanpa
independensi kelembagaan, fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan
optimal karena adanya kemungkinan pengaruh politik maupun

kepentingan birokratis dalam proses pengambilan keputusan.”

Apabila otoritas pelindungan data tidak memiliki kemandirian
struktural maupun fungsional, maka kondisi tersebut dapat berdampak
pada pembatasan tidak langsung terhadap hak-hak konstitusional warga
negara. Hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terancam
apabila mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan
secara efektif.”" Selain itu, lemahnya perlindungan data pribadi juga
berpotensi memengaruhi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan
berkumpul, serta hak untuk memperoleh informasi dan pelayanan publik.
Ketakutan atas kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dapat
menciptakan situasi di mana warga negara membatasi partisipasi sosial
dan politiknya karena merasa tidak memperoleh jaminan keamanan data. "

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari

perlindungan hak privasi dan kebebasan sipil. Penelitian terbaru

" Wardah Yuspin dkk., “The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-
Based Accountability Principle,” BESTUUR, Vol. 12 No. 1 (2024),
https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

2 Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, “Prinsip Akuntabilitas dalam UU
Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR,” Innovative: Journal of Social Science Research,
Vol. 4 No. 4 (2024), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476
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menunjukkan bahwa efektivitas pelindungan data sangat ditentukan oleh
keberadaan otoritas pengawas yang independen dan memiliki kewenangan
penegakan yang kuat. Tanpa struktur kelembagaan yang mandiri,
legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan data akan
menurun, sehingga hak-hak warga negara yang telah dijamin secara
konstitusional berpotensi tidak terlindungi secara maksimal.”
Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Secara teoritis, ketidakindependenan lembaga pelindungan data
pribadi dapat dianalisis melalui pendekatan Power Bias Theory, yang
menekankan bahwa kekuasaan yang terpusat dalam satu struktur
kelembagaan berpotensi menimbulkan bias institusional dalam proses
pengambilan keputusan. Ketika fungsi pengawasan berada dalam struktur
eksekutif yang juga memiliki peran sebagai regulator sekaligus pengguna
data publik, maka terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan
struktural. Dalam kondisi demikian, keputusan pengawasan berpotensi
tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi kepentingan politik,
birokrasi, atau stabilitas pemerintahan.”

Dalam konteks pelindungan data pribadi, bias kekuasaan dapat

muncul ketika lembaga pengawas harus menilai kepatuhan instansi

® Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan
Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum, 2024,
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793

" Denny Indrayana & Zaka Firma Aditya, “Konsep Independensi Lembaga Negara dalam Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia,”  Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 3 (2022),
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1960
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pemerintah atau kebijakan negara yang berada dalam satu garis komando.
Situasi ini menciptakan asimetri kekuasaan antara masyarakat sebagai
subjek data dan negara sebagai pemegang otoritas. Kajian kontemporer
menunjukkan bahwa independensi otoritas pelindungan data merupakan
elemen kunci dalam memastikan akuntabilitas dan mencegah lembaga
pengawas dipengaruhi oleh pihak yang diawasi.”> Tanpa independensi
struktural, risiko lembaga pengawas dipengaruhi oleh pihak yang diawasi
dan bias pengambilan keputusan menjadi semakin besar.

Lebih lanjut, tata kelola digital modern ditegaskan bahwa efektivitas
pelindungan data sangat bergantung pada keberadaan otoritas yang bebas
dari tekanan politik dan memiliki jaminan otonomi dalam menjatuhkan
sanksi.”® Apabila lembaga pengawas tidak memiliki otonomi tersebut,
maka penegakan hukum menjadi selektif, tidak konsisten, dan berpotensi
melemahkan perlindungan hak privasi warga negara. Hal ini berdampak
pada berkurangnya legitimasi kelembagaan serta menurunnya kepercayaan
publik terhadap sistem pelindungan data secara keseluruhan.””

c. Adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum
Ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum dapat terjadi apabila

lembaga pelindungan data pribadi tidak memiliki independensi

™ Raden Muhammad Mihradi & Bunga Permata, “Regulatory Capture dalam Pembentukan
Lembaga Pengawas Data Pribadi,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 12 No. 2 (2023),
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1183

"® Putri Aulia Rahman, “Digital Governance and Data Protection Authority in Indonesia,” Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 4 (2023),
https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/879

" Fadhil Muhammad & Igbal Ramadhan, “Public Trust and Data Protection Reform in Indonesia,”
Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54 No. 1 (2024),
https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/401
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kelembagaan yang memadai. Dalam perspektif teori perlindungan hukum,
sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum
bagi rakyat merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan,
penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui mekanisme
preventif maupun represif.”® Perlindungan hukum preventif bertujuan
mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau
tindakan  diambil, sedangkan perlindungan represif  berfungsi
menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan ketika hak telah
dilanggar. Apabila lembaga pelindungan data pribadi tidak independen,
maka kedua bentuk perlindungan tersebut berpotensi tidak berjalan secara

optimal.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, independensi lembaga
pengawas menjadi syarat penting agar mekanisme pengawasan dapat
dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Tanpa independensi,
lembaga dapat berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh
kekuasaan politik atau kepentingan tertentu, sehingga pengawasan
terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi tidak
dilaksanakan secara imparsial. Akibatnya, perlindungan hukum yang
seharusnya diberikan secara setara kepada seluruh warga negara dapat
berubah menjadi selektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan

di hadapan hukum yang merupakan ciri utama negara hukum."

"8 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, Vol. 1 No. 1 (1994) https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/
¥ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)
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Lebih lanjut, dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia, hak atas privasi dan pelindungan data pribadi
merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus
dijamin tanpa diskriminasi.® Jika lembaga pelindungan data tidak
memiliki otonomi dalam menilai dan menindak pelanggaran, maka
terdapat risiko ketimpangan perlindungan hukum, di mana kelompok
tertentu mungkin memperoleh perlindungan lebih besar dibandingkan
individu atau kelompok yang kurang memiliki kekuatan politik maupun
ekonomi. Kondisi ini mencederai esensi perlindungan hukum itu sendiri,
karena perlindungan hukum seharusnya memberikan rasa aman dan
kepastian bagi setiap warga negara secara merata.

Mengakibatkan kerugian finansial

Keberadaan lembaga pelindungan data pribadi yang tidak
independen  berimplikasi langsung pada melemahnya efektivitas
perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Dalam perspektif
teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua dimensi utama,

yaitu perlindungan preventif dan represif.®

Perlindungan preventif
bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme
pengawasan dan regulasi yang efektif, sedangkan perlindungan represif

dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi apabila

pelanggaran telah terjadi. Apabila lembaga pelindungan data pribadi tidak

8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,

1987)
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memiliki independensi struktural maupun fungsional, maka kedua bentuk
perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Lembaga yang tidak independen berpotensi menghasilkan regulasi
yang lemah dan pengawasan yang tidak tegas terhadap otoritas yang
mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Dalam kerangka teori
perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam
menjalankan fungsi preventifnya. Akibatnya, praktik pengelolaan data
dapat berlangsung tanpa standar kepatuhan yang ketat, sehingga
meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Dampak
konkret dari lemahnya pengawasan tersebut antara lain pencurian identitas,
pembukaan akun palsu, pengajuan pinjaman daring tanpa persetujuan
pemilik data, hingga berbagai bentuk penipuan keuangan yang merugikan
individu secara material maupun immaterial.

Selain itu, tidak optimalnya pengawasan juga melemahkan
perlindungan represif. Korban pelanggaran data sering kali menghadapi
hambatan dalam memperoleh pemulihan yang efektif apabila tidak ada
otoritas yang memiliki kewenangan kuat dan bebas dari konflik
kepentingan. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan yang
efektif merupakan instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
(abuse of power) dan menjamin akuntabilitas pemerintahan.®? Oleh karena

itu, independensi lembaga pengawas menjadi syarat fundamental agar

82 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).
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negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi
hak privasi warga negara.

Dengan demikian, ketidakindependenan lembaga pelindungan data
pribadi tidak hanya berdampak pada kelemahan regulasi, tetapi juga
berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan pelanggaran hak
konstitusional secara luas. Dalam perspektif teori perlindungan hukum,
pembentukan lembaga pengawas yang independen merupakan prasyarat
untuk mewujudkan perlindungan preventif dan represif yang efektif

terhadap penyalahgunaan data pribadi.

B. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan

Data Pribadi Perspektif Magashid Syariah

Pembentukan lembaga pengawas independen dalam pelindungan data
pribadi tidak hanya merupakan konsekuensi normatif dari Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga memiliki
legitimasi kuat dalam perspektif magasid al-syarr‘ah. Dalam kerangka negara
hukum modern, keberadaan lembaga pengawas diperlukan untuk menjamin
efektivitas norma serta perlindungan hak warga negara. Namun, dalam perspektif
hukum Islam, urgensi tersebut dapat ditarik lebih dalam sebagai bagian dari upaya
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan
masyarakat digital.

Secara teoritis, maqasid al-syarr‘ah sebagaimana dirumuskan oleh Abu
Ishaq al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima unsur

pokok kehidupan (al-daruriyyat al-khams), yakni agama, jiwa, akal, keturunan,
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dan harta.®® Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan sistemik yang
dikembangkan oleh Jasser Auda memperluas pemahaman magasid sebagai
kerangka perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola yang berorientasi pada
keadilan sosial.** Dengan demikian, segala bentuk regulasi yang bertujuan
melindungi hak dan martabat manusia dapat dipandang sebagai implementasi nilai
maqasid.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, dimensi hifz al-nafs (perlindungan
jiwa dan keamanan) menjadi sangat relevan. Kebocoran data dapat menimbulkan
ancaman nyata seperti peretasan, intimidasi, atau eksploitasi digital yang
membahayakan keselamatan individu. Literatur kontemporer tentang etika
informasi menegaskan bahwa keamanan data merupakan bagian integral dari
perlindungan manusia di era digital.®*® Oleh karena itu, pembentukan lembaga
pengawas independen merupakan instrumen untuk menjamin keamanan tersebut
sebagai bentuk realisasi hifz al-nafs.

Selanjutnya, pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan hifz al-mal
(perlindungan harta). Data finansial dan identitas pribadi sering menjadi pintu
masuk kejahatan ekonomi berbasis digital. Dalam perspektif maqasid, negara
berkewajiban mencegah segala bentuk perampasan harta yang tidak sah. Kajian
mutakhir mengenai kejahatan siber menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan

regulasi meningkatkan risiko kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu,

8 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, edisi tahgiq modern (Beirut: Dar lbn
Affan, cet. terbaru).

8 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, edisi
revisi (London: 11T, 2021).

8 Luciano Floridi, The Ethics of Information, updated edition (Oxford: Oxford University Press,
2020).
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lembaga pengawas yang independen menjadi sarana preventif dan represif untuk
menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi individu.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah hifz al-ird (perlindungan
kehormatan dan martabat). Penyalahgunaan data pribadi, termasuk penyebaran
informasi sensitif tanpa persetujuan, dapat merusak reputasi dan harga diri
seseorang. Dalam Islam, kehormatan manusia memiliki kedudukan yang sangat
tinggi dan wajib dijaga. Pendekatan maqasid kontemporer menegaskan bahwa
perlindungan martabat manusia di ruang digital merupakan bagian dari tujuan

hukum Islam yang bersifat universal.®®

Dengan demikian, keberadaan lembaga
pengawas independen menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan individu dari
pelanggaran berbasis data.

Urgensi independensi lembaga pengawas juga dapat dianalisis melalui
prinsip sadd al-dhari‘ah, yaitu menutup jalan menuju kemudaratan. Jika
pengawasan berada dalam struktur yang rentan konflik kepentingan, maka potensi
penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Dalam kerangka maqasid,
pencegahan terhadap potensi kerusakan merupakan kewajiban hukum sebelum
kerusakan itu terjadi.2” Oleh sebab itu, independensi lembaga pengawas bukan
hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya preventif dalam
menjaga kemaslahatan umum (al-maslahah al- ‘ammah).

Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen

pelindungan data pribadi merupakan manifestasi konkret dari tujuan syariah

8 Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid al-Shariah and Fundamental Rights,” Islam and
Civilisational Renewal Journal, 2021.

8 Ahmad Raysuni, Nazariyyat al-Magasid ‘inda al-lmam al-Shatibi, edisi cetak ulang terbaru
(Rabat: Dar al-Kalimah, 2020).
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dalam menjaga keamanan, harta, dan martabat manusia. la menjadi instrumen
kelembagaan untuk memastikan bahwa kemaslahatan publik di era digital dapat

terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data
pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan perintah normatif yang bersifat
wajib (mandatory norm). Ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 UU PDP secara tegas
mengamanatkan pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan perumusan
kebijakan, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, dan fasilitasi
penyelesaian sengketa. Pada praktik kelembagaan, penempatan fungsi
pengawasan pada Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital
menempatkan fungsi pelindungan data pribadi dalam struktur eksekutif yang
bertanggung jawab kepada Presiden. Secara teoritis, kondisi ini belum memenuhi
prinsip independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam desain lembaga
independen.  Ketiadaan independensi  berpotensi  menimbulkan  konflik
kepentingan, bias kekuasaan, serta melemahnya efektivitas pengawasan terhadap
pengendali dan prosesor data, termasuk instansi pemerintah itu sendiri.
Dampaknya tidak hanya pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada
berkurangnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak

konstitusional warga negara atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G
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ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, secara yuridis dan
teoritis, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan kebutuhan
struktural untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data
pribadi dalam perspektif magasid al-syari‘ah berkaitan langsung dengan tujuan
utama syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.
Pelindungan data pribadi relevan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa
dan keamanan), hifz al-mal (perlindungan harta), serta hifz al- ird (perlindungan
kehormatan dan martabat). Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat
menimbulkan ancaman keselamatan, kerugian finansial, serta perusakan reputasi
individu. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas independen
merupakan instrumen kelembagaan untuk memastikan terwujudnya perlindungan
tersebut secara nyata. Selain itu, dalam kerangka sadd al-dhari ‘ah, independensi
lembaga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengawasan data.
Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen bukan hanya
kebutuhan administratif, melainkan bagian dari implementasi nilai keadilan,
kemaslahatan umum (al-maslahah al- ‘ammah), dan perlindungan martabat
manusia di era digital.

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif hukum positif maupun maqasid

syariah, pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi
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merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin perlindungan hak warga negara
secara efektif, adil, dan berkelanjutan.
B. Saran

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi, pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan
lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang benar-benar independen secara
struktural dan fungsional sebagaimana amanat Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bentuk
kelembagaan tersebut harus terpisah dari struktur kementerian yang berada di
bawah kendali langsung Presiden, serta dilengkapi dengan kewenangan
investigatif, korektif, dan sanksi administratif yang kuat. Selain itu, mekanisme
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan lembaga harus diatur secara
transparan dan terbatas guna menjamin objektivitas serta mencegah konflik
kepentingan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi dapat terjamin secara
optimal.

Sementara itu, dalam perspektif maqasid al-syari ‘ah, pembentukan lembaga
pengawas independen hendaknya dipahami sebagai bagian dari upaya
mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) dan mencegah
kemudaratan (dar’ al-mafasid) di era digital. Oleh karena itu, desain kelembagaan
harus diarahkan untuk melindungi nilai-nilai fundamental seperti hifz al-nafs
(keamanan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-‘ird (perlindungan

martabat). Independensi lembaga bukan semata persoalan administratif, tetapi
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merupakan instrumen moral dan hukum untuk menjaga keadilan, akuntabilitas,
serta martabat manusia dalam tata kelola data pribadi. Dengan pendekatan ini,
pelindungan data pribadi tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi

juga selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat

secara menyeluruh.
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